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PROVINSI JAWATENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 155 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH BIDANG PEKERJAAN UMUM
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.'O,

Menimbang a. bahwa dalarn rangka menunjang pencapaian sasanart
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di bidang
peke{aan umum, Pemerintah Daerah dapat
memberikan hibah kepada pemerintah pusat dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai
kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa untuk mer*rrjudkan pengelolaan keuangan
daerah yang e{isien, efektif, akuntabel, da.Ir transparan
dalam ralgka pemberian hibah bidang pekeSaan
umum dari arggaran pendapatan dan belanja daerah,
diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan
hibah;

c. bahwa untuk memberikan pedomar dan dasar hukum
dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang
pekedaan umum dari anggaran p€ndapatan dan
belanja daerah serta untuk melaksanakan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedomar Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaaa
dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupad tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksaraa[ dan penatausahaan,

lelapgran dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah Bidang pekerjaan Umum dari
ftee"r.Il Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo;
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana tetah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintal Nomor 12 Tahun 2019 tentarg
Pengelolaan Keuangan Daerah (I€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(l€mbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020
Nomor 15, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO.

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Purw
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelalsanaan urusarl
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adala} Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewarr

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

6. Satuan Keda Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
mel aksar akar urusan pemerintahan Daerah.

7. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang peke{aarr
umum.

8. Hibah adalah pemberial bantuan berupa barang dart/ atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali ditentukan tain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undalgan.

9. Pemohon adalah pemerintah pusat yang mengajukan permohonan
untuk mendapatkan Hibah bidang peke{aan umum kepada
Pemerintah Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dal Belalja Daerah, yang seLanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD,
adalah tim yang bertuBas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RI(A-
SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran Dinas.

13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan keda perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasanan dan tqjuan pembangunan Daerah.

14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu)
atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu Program dan terdiri dari sekumpular tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang, dan/atau jasa .

15. Dokumen Pelaksalaan Anggaran Satuan Keia Perargkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja Dinas atau dokumen yang memuat
pendapatan, betanja, dan pembiayaan Dinas yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakarl sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna.rnggaran.

16. Naskah Peqanjian Hibah Daerah, yarg selanjutnya disingkat NPHD,
adalah Naskah Pefanjian Hibah Daerah antana Pemerintah Daerah
dengar penerima Hibah.
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17.Tim Evaluasi dan Verifrkasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala
Dinas untuk melakukan evaluasi dan verifikasi permohonan untuk
mendapatkan Hibah.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA PENERIMA HIBAH

Pasal 2

(1) Pemerintal Daerah dapat memberikar Hibah bidang pekelaan umum
dari APBD kepada Pemerintah Pusat.

(2) Hiban kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk baraag berupa bangunan dan sarana
prasarana konstruksi.

Pasal 3

(1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan
setelah memprioritaskal pemenuhan belalja urusan pemerintahan
wajib dan belanja urusan pemerintalan pilihan.

(2) Pemberiar Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran Progiam, Kegiatan dan sub
Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daeral dalam
rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di bidang peke{aan umum
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

(3) Pemberiar Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintah daerah sepanjang tidak
tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam

mendukung terselenggararya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; daJI

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

(4) Hibal kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) diberikan kepada satua.Ir kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah keianya berada dalam
Daerah.

(5) Hibah kepada Pemedntah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
tu
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BAB III

PERMOHONAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat harus mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Hibah dari Pemerintah Daerah.

(2) Permohonan untuk mendapatkan Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan
dilampiri dokumen persyaratan:
a. surat pernyataan permohonal hibah tidak didarai dari anggaran

pendapatan dart belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja negara.

b. fotokopi bukti kepemilikan tarah dan/atau bangunar/ gedung.

(3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
dibubuhi cap/ stempel dan ditandatangani oleh pimpinan/ ketua/
kepala atau sebutan lain dari satuan keta dari kementerian/
lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 5

(1) Bupati mendisposisi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayal 12) kepada Dinas untuk selanjutnya dilakukan
eva.luasi da-n veriflkasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.

(2) Evaluasi dal verifikasi oleh Tim Eva-luasi dan Verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. mengetahui keterkaitan permohonan Hibah yang diajukan

dengan pencapaian sasaran program dan kegiatal Pemerintah
Daerah;

b. permohonan Hibah tidak tumpang tindih pendanaannya dengal
anggaran pendapatan dal belanja daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undalgan; dan

c. mengetahui kesesuaian antara permohonan dengan keadaan
yang sesungguhnya.

(3)

(4)

Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimala dimaksud pada ayat (2)
permohonan Hibah belum benar dan/ atau belum lengkap, Dinas
mengemba-likan permohonar untuk rnendapat]an Hibah kepada
Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari keai setelah pelaksanaa:r
evaluasi.

Terhadap pengembalian permohonan Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemohon harus menyampaikan k;bafi permohonan
yang telah dibetulkan dan/ atau dilengkapi kepada I)inas dalam
waktu. paling lama 7 (tujuh) hari kerja *.iat ta.gg.f pengembalian
permohonan.

Apabila. Pemohon tidak menyampaikan kembali permohonan Hibaho",.T.. D3F" waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Dinas menyampaikan surat penolalian f..prO" i.-.io-

t
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(6) Apabila berdasarkan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) permohonan Hibah beserta kelengkapannya telah
lengkap dan benar, maka hasil evaluasi dan verifikasi tersebut
disampaikan oleh kepala Dinas kepada Bupati melalui TAPD dalam
bentuk rekomendasi

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keterangan
mengenai hasil evaluasi dan verifrkasi terhadap permohonan Hibah
dengan disertai kesimpulan tentang persetujuan atau penolakan
permohonan Hibah berikut besaran Hibah yang direkomendasikan
untuk diberikan kepada Pemohon.

(8) TAPD memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang
disetujui oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai
dengan prioritas dal kemampual Keuargan Daerah.

(9) Apabila berdasarkan pertimbangan dari TAPD sebagaimana
dimal<sud pada ayat (8) permohonan Hibah yang diajukar tidak
dapat disetujui, maka TAPD mengembalikan permohonan beserta
kelengkapannya kepada Dinas untuk dikembatikan kepada pemohon
Hibah dengar disertai alasan penolakannya.

Pasal 6

(1) Rekomendasi dari kepala Dinas dan pertimbangan dad TAPD
sebagaimara dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (8) menjadi
dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan
kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran
sementara (PPAS).

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi anggaran Hibah berupajenis dan volume barang.

Pasal 7

(1) Hibah dalam bentuk barang dicantumkan dalam RKA-SKPD

(2) RKA-SKPD setragaimana dimaksud pada ayat (t) menjadi dasar
penganggarar Hibah da_lam APBD sesuai dengan peraturan
perundang-undarrgan.

Pasa.l 8

Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ay-at (1) dianggarkan pada kelompok b€lanja operasi pada Dinas yang
diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan d.r, 

"rb K"gi"t"r,, y.r,g
diuraikan ke dalam jenis belanja Hibah.

Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Pemerintah pusat.

Daftar penerima Hibah dicartumkan dalam uraian rincian objek
belanja RKA-SKPD.

(1)

12)
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Pasa] 9

(1) Daftar nama dan alamat penerima serta jenis dan volume Hibah
dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD-

(2) Pencantuman da-ftan nama dan alamat penerima serta jenis dan
volume Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
alokasi anggaran dalam kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas
dan plafon anggaran sementara (PPAS) beserta rekomendasi dari
Dinas dar pertimbangan TAPD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PE NATAUSAHAAN

Pasal 10

Pelaksanaan anggaran Hibah dalam bentuk barang berdasarkan atas
DPA-SKPD,

Pasal 1 1

(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD dan
ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan/ ketua/ kepala
atau sebutan lain dari satuan keda dari kementerian/ lembaga
pemerintah non kementerian penerima Hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimalsud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas

(3) Kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada kepala Dinas atau
pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima Hibah;
b. tujuan pemberian Hibah;
c. jenis dan volume Hibah ya:.rg akan diterimakan;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyerahan Hibah; dan
f. tata cara pelaporan dan pertanggundawaban Hibah.

Pasal 12

(l) Penerima, jenis dan volume barang yang akan dihibahkar,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu pada
Peraturan Daerah tentarg APBD dan peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

Rancangan Keputusan Bupati sebagaimala dimalsud pada ayat (l)
diajukar oleh kepala Dinas.

(t'.
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(3) Keputusar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyerahar Hibal.

(4) Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah
dilalukal setelah penandatalganan NPHD.

Pasal 13

(1) Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dalam rargka pemberian
Hibah dalam bentuk barang ditaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dinas menyerahkan Hibal dalam bentuk barang kepada penerima
Hibah berdasarkan:
a. Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima, Jenis dan

Volume Hibah;
b. NPHD; dan
c. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah oleh

Dinas.

(3) Penyerahan barang dalam rangka pemberian Hibah dituangkan
dalam berita acara serah terima Hibah.

Pasal 14

Penggunaan Hibah dalam bentuk barang harus sesuai dengan
permohonan yang telah disetujui Dinas

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

Pasal 15

(1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiel atas
penggunaan Hibah yang diterimanya.

(2) Laporan F,ertanggundawaban penerima Hibah terdiri atas:a. surat pernyataar tanggung jawab penerima Hibah yang
menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai
NPHD dan permohonan yang telah dievaluasi dan diverifikasi
oleh Dinas; dan

b. fotokopi buldi serah terima barang.

(3) Pererima HibaI wajib menyampaikal laporan pertanggungjawaban
sebagaimana. dimaksud pada- iyat (2) liepada- BupaI'c.qi tepata
PllT,p+TC.ry,b"J tanqc.at 20 Ja'rui.i tarrun -gg.r, u.i .uti.,y",
kecuatr drtentukar lain oleh peraturan perundang_undangan.

(4) Penerima 
, 
Hibah ya-ng tidak menyampaikan laporanpertanggundawaban dalam jangka wat<tu sebagaimana dimaksudpada. ayat l3) dikenai sartii iiministratjf dd;? d;; iiu..it 

^r,Hibah untuk tahun berikutnva.
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(5) Penerima Hibah yang menggunakan Hibah yartg diterima tidak
sesuai dengan NPHD serta proposa.l kegiatan yang diajukan dan
telah disetujui oleh Dinas dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAE} VI

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH
SELAKU PEMBERI HIBAH

Pasal 16

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah,
dibuktikan dengan:
a. dokumen permohonan dari Pemohon Hibah yang telah dievaluasi darr

diverifrkasi dart telah direvisi sesuai hasil verifikasi Tim Evaluasi dan
Verifikasi;

b. Keputusan Bupati mengenai Penetapan Penerima, Jenis dan Volume
Hibah untuk Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa;

c. NPHD; dar
d. bukti serah terima bararg atas pemberian Hibah.

Pasal 17

(1) Hibah dalam bentuk barang dicatat sebagai realisasi betanja Hibah
pada jenis betanja Hibah dalam Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
pada Dinas.

(2) Hibah dalam bentuk barang yang belum diserahkan kepada
penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan,
dilaporkar sebagai persediaan dalam neraca.

BAE} VII

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI HIBAH

Pasal 18

Dalam rangka melakukan evaluasi dan verifftasi terhadap permohonan
Hibah, kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi dan Verifrkasi yang
ditetapkan dengar Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

Tim Evaluasi dar Verifrkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
mempunyai tugas:
a. melaksanakan evaluasi dan verihkasi administrasi dan teknis

terhadap permohonan Hibah;
b. menyusun laporan hasil evaluasi dan verifikasi Hibah yang

dituangkan dalam bentuk berita acara hasil evaluasi dan verifikasi
Hiba};

, Ir { I 2t l <A
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c. menyiapkan surat pernyataan tanggung jawab atas permohonan
Hibah untuk ditandatargi oleh kepala Dinas; dan

d. menyampaikan berita acara hasil evaluasi dan verifrkasi Hibah kepada
kepala Dinas yang merupakan bahan pertimbangan dan dasar bagi
kepala Dinas untuk memberikaa rekomendasi kepada Bupati melalui
TAPD.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disarnpaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala
Pera-ngkat Daeral yang mempunyai tugas dan fungsi melakuka-n
pengawaaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintalran di Daerah
dan kepala bagian pada Selaetariat Daerah Kabupaten Purworejo
yang menangani administrasi pembangunan.

(3) Apabila berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penggunaan Hibah yarlg
tidal< sesuai dengan permohonan yang diajukan dan telah disetujui
oleh Dinas, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE} IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai format dokumen administrasi dalam pemberian dan
pengelolaan Hibah berupa:
a. rekomendasi Hibah sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 5 ayat (6);
b. daftar nama dan alamat penerima serta jenis dan volume Hibah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
c. NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
d. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah sebagaimara

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hurufc;
e. berita acara serah terima Hibah sebagaimana dimalsud dalam Pasal

13 ayat (3); dan
f. surat pernyatazrn tanggung jawab penerima Hibah sebagaimara

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
tercantum dalam t€.mpiran yang merupakan bagial tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

t lL z o q I ka) h
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BAE} X

KETENTUAN PENUTUP

Pasa.l 22

Pada saat Peratura! Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang
mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban, serta monitoring
dan evaluasi Hibah bidang pekerjaan umum dari APBD dalam Peraturar
Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertan8gundawaban
dan Pelaporar, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosia.l dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 108 Seri E Nomor 45),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaal da-n Penatausa-haan, Pertarggungiawaban
dan Pelaporar, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari
Anggarar Pendapatan dan Belarja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O19 Nomor 31 Seri E Nomor 27),
dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 oktcber ?o21

/eu RWOREJO

C_^GUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tarlgga.l 13 Ortobar 2C21

I soxnerRRrs DAERAH PATEN PURWOREJO,

I
t,

(
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2O:1 NOMOR 15' SERI 8 NOMOR ,5

/, t Z a t ,, A <lA
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 156 T,{.suti 2C21
TENTANG
TATA CARA PENGAN GGARAN, PEIAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING
DAN EVAI-UASI HIBA}I BIDANG PEKER.IAAN
UMUM
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KAI}UPA'IEN PURWOREJO

FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI
DAI.AM PEMBERIAN DAN PENGEI,OI,AAN HIBAII

A. FORMAT REKOMENDASI HIBAH

Nomor
ta-Epiran
Perihal REKOMENDASI HIBAH

hrrworejo,......................

Kepada:
Yth. Bupati Pursorejo
Melalui TiDx Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Purtrorejo

Membaca permohoEan yang diajukan oleh ....................... melalui
surat Nomor ................tan99a1.............., untuk pekerjaan
s€telah dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap perEohonan yang
meliputi penil,aian antara Lain:
1. kelengkapan administrasi lrngkap /Tidak Lengkapr'i
2. di danai dari APBN Yal Tidat*i

Catatan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tersebut di atas, dapet/gd.td.p.t " ./ disctujui terhadap pcrmohonan yang diajukan sebesar
Rp............... (terbilanS)

Demikian, sebagai bahan f,ertimbangan lebih lsnjut.

....Kepala Dinas...

N
Pangkat.
...NIP..-

Catatan :

') Beri tanda X jika dian&lap benar/sesuai**) Coret yang tidal perlu

I(OP DIIlI,s

tt L E o ( 3 I _alrTr
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B. FORMAT DAFTAR NAMA DAN AIIMAT PENEzuMA SERIA JENIS DAN VOLUME
HIBAH

NO
NAMA PENEzuMA

HIBAH AI"AMAT JENIS DAN VOLUME
HIBA}I

1

2

3

4

dst

htu Z 0 \ t )<tT I
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C, FORMAT NASKA}I PER.JANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PER^IANJIAN HIBAH DAERA]{

ANTARA
PEMERINTA}I KAI}UPATDN PURWORE.'O

DENGAN
...(penerima Hiba}l)...

NOMOR
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBA}I DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,{NJA DAERA]I
KABUPATEN PURWORF^JO TA}IUN ANGGARAN , .,, ,.

Pada hari ini ........... tanggal
bertanda tangan dibawah ini :

bulan tahun yang

1. Nama
Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sa}l mewakili Pemerintah
I(abupaten Purqrorejo, selanjutnya dis€but PIHAK KESATU.

2. Nama
Jabatan
AIamat

Dalam hal irri bertindal untuk dan atas nama serta sah mewakili
sclanjutnya disebut PIIIAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undaog Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;
3. Undsng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undaig Nomor 23 Tahun 2014 tentang PeDerintahan Daerah

sebagaimana tel,ah diubal beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor I 1

Talun 2020 tentang Cipta Keia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelol,aan Keuangan

Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang pedoman

Teknis Pengelola6n Keuangan Daerai;
8. Pemturan Daerah lGbupaten purworejo Nomor 15 Tahun 2O2O tentang

Pengelol,aa n Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupa

Pendapatan dan Belanja
ten hrrworejo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran
Daerah Kabupaten Purworejo TalIuII Anggaran ...;

urru Perubahan

h 1 o t .Z
A I
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10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Talun ..... tentang Tata Cara
Pengangta-ran, Pel,aksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungiawabal, s€rta Mooitoring dan Evaluasi Hibah Bidang
Lingkungan Hidup Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo;

11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor .... Tahun .... tentang Penjab€ran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran ....; (Murrf/ Peru bahan)

12. Keputusan Bupati Purworcjo Nomor .... tentang Standar Harga Satuan
Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Taiun ...;

13. Keputusan Bupati Purworejo NoEor ....... tentang Pelimpaian Kewenangan
Penandatanganan Naskah Peianjian Hibah Daerah dari Bupati Purworejo
Kepada .......lKepala Dituas) ... Dalam Rangka Pemberian Hibah Berupa
(Uang/Barang) Bidang ..... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten hrrq/orejo Tahun AnggAran...........

14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor....... tentang Penetapan Penerima, Jenis
dan Volume Hibah ....;

15. Dst. ..... (dapot ditanbahkon DPA)

Bahwa dalam rangka pelal<sanaan kegiatan .................. Tahun .......... PIHAK
KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAI} I

TUJUAN

Pasal I

Tujuan diberikannya Hibah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah
sebagaimana permohonan Hibah yang telah dis€tujui oleh Tim

Evaluasi dan Verifikasi pada ....... (Dnas) ..... Kabupaten Purworejo,

BAB II

BARANG YANG DIHTBA}IKAN

Pasal 2

(1) Hibah dib€rikan dalam bentuk Barang berupa ........ sejumlah ......
(.....) buall senilai pagu anggaran hibah Rp ......................
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . ............................ rupiah).

(2) Nilai barang yang terealisasi dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima
Barang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak PIHAK KESATU dalam Pedsnjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
a. rDenerima pertanggungjawaban Hibah dalaE bentuk barang dan l,aporan

penggunaan atas barang dari PIHAK KEDUA:
b. Denunda pemberian hibah pada talun berikutnya apabil,a PIHAK KEDUA

belum menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban atas
a s€cara

z I
^

A

hibah tahun sebelurn
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(2) Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adal,ah sebagai berikut:
a. menyiapkan Berita Acara S€rah Teri-Ea Barang yang dihibahl<an dan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
b. menyampaikan baiang yang dihibalkan kepada penerima Hibai.

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KEDUA dalaE Perjanjian Hibai ini adal,ah menerima hibah
berupa barang sesuai dengan jumlah dan barang yang dihibahkan
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
a. Eeoyampaikan laporan pertanggungiawaban atas Penggunaan Hibah

berupa barang dis€rtai data dukuog yang Iengkap dan sall kepada Bupati
c.q. Kepala ... (Drrs) ... terkait paling Iambat tangge-l 20 Januari tahun
anggaran berikutnya atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan
pemndang-undangan;

b. bertanggungiawab secara formal dan material atas penggunaan hibah
b€rupa bsrang yang diteri.Eanya;

c. menyatakan balwa barang yang dihibahlan atau yang diterima tel,ah
digunatan sesuai NPHD dan permohonan yang telah dievaluasi dan
diverifrkasi oleh PIIAK KESATU;

d. meEenuhi segala kewajiban yang timbul sebagai aldbat penggunaan Hibah
yang diteriia; dan

e. memanfaatkan, Eengelola dan meEelihara barang Hibah yang diterima.

BAI} W

MASA BERI2A.KU DAN BATALNYA PER.IANJTAN

Pasal 5

(l) Perjanjian Hibah ini ,oulai berl,alu sejak ditandatangani sampai dengan
selesainya masa pemeliharaan pekedaan kontruksi bangunan yang
diserahkan sebagai Hibah kepada PIHAK KEDUA.

(2) Perjanjian ini dapat dibatalkan s€csra sepihat oleh PIHAK KESATU daiam
hal:
a. adanya kondisi rForce majeurq,
b. adanya ketentuan peratumn perundang-undangan yang Belarang

diberikannya hibah tersebut

BAI} V

MEKANTSME PEI.IYELESAIAN MASAI,AH

Pasal 6

(1) AFabila tedadi p€rselisilEn dalam pelaksanaan perjanjian ioi, PIIIAK KESATU
dan _PIHAK KEDUA sepalat akan menyelesaikannya secara musyawarah
untuk mencapai mufatat.

(2) Apabila musyawa-rah untuk mencapai mufakat sebagaioala dimaksud pada
ayat (1) tida* tercapai, PIHAK KESATU darl PIHAK KEDUA sepakat untuk

domisili) hukum dilesaikannya sicara hukum dengan memilih t mpat (

Purworc

,, a + I -<-w
1

menye
teraan N
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BAI} \'I

PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangarri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
pada hari dan tanggal tersebut di atas di Purworejo d.l,m rangkap 2 (dua),
masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PTHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

( ) ( )

*) Format dapat disesuaikan kebutuhan dan peratuan perundang-undangan yang
berlaku.

6 ( Y f /I ,1, <-17. ,l
I
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D. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN HIBAI]

BERITA ACARA
EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN HIBAH

TA}IUN ANGGARAN,........,

Pada hari ini .......... tanggal
bertandatangan di bawah ini

1. Nama:
2. Nama:
3. Nama:
4. Nama:
5. Nama:
6. Nama:
7. Nama:

bulan tahun kami yang

Jabatan
Jabatan
Jabatan
Jabatan
Jabatan
Jabatan
Jabatan

Berdasarkan Keputusan Kepala (Dillas)
Kabupaten Purwolejo Nomor: .................. tanggal .........

telah melakukan evaluasi
lerhadap permohonan hibah
dengan hasil seperti terlampir dalam b€rita acara inj.

......... tentang
dan verifikasi

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatan8ani untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

I
2
3
+
5
6
7

( Ketua )
( AngSota )
( Anggota )
( Anggota )
( Anggota )
( Anggota )
{ AnsrEota )

Menyetujui:

Kepala Dinas.........
Kabupaten Purworejo,

Pembina
NIP

r1 a

A F j * .L- 4 <-tr l'
18

uThis PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


a Persyaratan Admirlistiasi dan Teknis

NO ASPEK PENILAIAN
}IASIL

KETADA/
SESUAI

TIDAK

1 Surat pernohonan hibah
2 Dibubuhi cap/stempel dan dit ndatongani

oleh ketua dall sekretaris (atau sebutan
lain)

3 Fotokopi serdfikat tanah atau bukti
keDemilikan banzunan/ peduns

4 Kes€suaian antaia usulan dengan keadaan
sesungRuhnya

5 Keterkaitan usulan kegiatan dengan
pencapaian sasaran program dan keSiatan
Pemerintah Daerah bidang pekerjaan
umum

6 Permohonan hibah tidak tumpang tindih
pendanaannya dengan APBN s€suai dengan
ketentuan Deraturan pemndang-unda-ngan

7 PeEbedan Hibah kepada Pemerintah Pusat
hanya dapat diberikafl I (satu) kali dalam
tahun berkenaan

b. Kesimpulan
Setelah mempelajari program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Irrmohonan
hibah dari ... Tahun ............ mal<a
berdasarkao verihkasi dan evaluasi tersebut diatas, daD.t/ttd.t ttap.t disetujui
terhadap permohonan yang diajukan dengan pagu alokasi anggaian sebesar . . . . . . .

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

Anggota )

Anggota )

1

2
3
4

6
7

Ketua )

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
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E. FORMAT BERITA ACARA SERA}I TEzuMA HIBA}I

BEzuTA ACARA SERA}I TERIMA HIBA}I
Nomor: .....,/ ....... 1...... / 20..

Pada hari
ribu..........

iIIi .............. tanggal ............... bulan
. . . . , kami yang bertanda tangan dibawah ini

tairun dua

L (Nana Penberi Hibo,h) Kepala Dinas ........ Kabupaten Purworejo,
.ial^m hal ini b€rtinda-k untuk dan atas na-ma
Pemerintah Kabupaten Purworejo selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. (Ndfin Penerino. Hibah) Uabatan Penerima Hibah) berkedudukan di
(alamat Penerima Hibah) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas naEa ...(satuan
kerja peoerima Hibal).... selanjutnya dis€but
PI}IAK KEDUA,

Bahwa PIHAK KESATU dan PIIIAK KEDUA telal setuju dan sepal(at untuk
mengadakan serah terima p€mberian Hibah yang b€rsumb€r dari APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran......., dimana PIHAK XESATU
menyerahkan Hibah berupa (...barang/ jasa...) kepada PIHAK KEDUA dalam
rangka (...kegiatan yang dilaLsanakan...) sebagaimana tertuang dala-E
Keputusan Bupati Purworejo Nomor......................tan99a1 ......................
tentang .............. dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ..........
Tahun..... Tan99a1 ...............

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,

Yang Menerima,
PIIIAK KEDUA

Yang Menyeraikan,
PIHAK KESATU

(...Nama PeneriDa Hibah...) (...Naoa Pemberi Hibah...)

6 a 0 '.L l <A
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F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAI} PENERIMA HIBAH

BUPATI PURWOREJo,
c,

( v e t 'J- I <lA

SURAT PERI.{YATAA]Y
TANGGUNG JAWAB PENERMA HIBAII

Yang bertanda taJlgan dibawal ini
Nama :

No Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan .

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. saya sebagai penerima hibah .... Tahun Anggaran ... berupa

(...barang...l telah menggunal(an (... barang...) tersebut sesuai dengan
permohonan hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi dan Naskah
Perjanjian Hibai Daerai serta pelaksgnaarnya telah mematuhi
Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Taiun ..... tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan darl Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggun$awaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang
Lingkungan Hidup daii Anggsran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo dan ketentuan peraturan pemndang-undangan
yeng berlaku;

2. saya akan bertaiggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah
dimaksud;

3. Apabila dikemudian hari diketalui terjadi penyimpangan daLam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah,
maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian senilai harga
barang ters€but ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunalan sebagaimana mestinya.

Purworejo, .............2O...

Yang Membuat Pemyataan,

Meterai ttd

(...Penerima Hibah...)

21
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